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PUTUSAN
Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Utj

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara,;

Penggugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh
Harian Lepas, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di
seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 6

September 2021 vyang telah didaftar dalam register perkara nomor:

634/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 8 September 2021, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,

Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
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209/01/X/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat
Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya pindah ke
rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Teluk Bano I, RT. 009, RW.
003 Kepenghuluan Teluk Bano |, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai
akhirnya pada bulan Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya
serta tidak pernah pulang kerumah kediaman, sementara Penggugat masih
tinggal di rumah kediaman bersama Teluk Bano |, RT. 009, RW. 003
Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia tiga
orang anak;

5.1. Anak |, umur 11 tahun;
5.2. Anak II, umur 9 tahun;
5.3. Anak Ill, umur 5 tahun;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak Tahun 2010 antara Penggugat dengan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak
harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dengan Tergugat antara lain adalah :
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7.1.Tergugat dan Penggugat sudah tidak memiliki kecocokan;

7.2.Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan malas untuk
berkerja;

7.3.Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menyulut
muka Penggugat dengan rokok;

7.4.Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi
kabar;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya
serta tidak pernah pulang kerumah kediaman, sementara Penggugat masih
tinggal dirumah kediaman bersama Teluk Bano I, RT. 009, RwW. 003
Kepenghuluan Teluk Bano |, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

10.Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya mejatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada orang lain yang
hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut
melalui mass media, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan
karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/01/X/2009, tertanggal
01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan
petani sawit, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak

tahun 2019 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;
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- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah
kepada Penggugat, pernah melakukan KDRT dan pergi
meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar lagi;

- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon sudah
pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
petani sawit, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak
tahun 2019 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah
kepada Penggugat, pernah melakukan KDRT dan pergi
meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar lagi;

- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon sudah
pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan

gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing,
karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara
jelas dan pasti, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir
pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena
itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 R.Bg.
junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,
dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak
ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat
ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz Il halaman 55 yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

Fo 38 5Tl oalnall go sl dles i A GIS plg 2l 9o Bl o stazl

Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghoib
(menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang
telah memenuhi syarat-syarat pembuktian®.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
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beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja
sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, pernah melakukan
KDRT dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalil gugatan dalam posita adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang
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memberikan nafkah kepada Penggugat, pernah melakukan KDRT dan pergi
meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar lagi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;
1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

Axe E:LA.-»-J Y o) L Z})\\ Do) csal 13) 5 il 2@ e At e g3l

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan
hubungan suami istri antara mereka berdua ”;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat
indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau
tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang
berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian Majelis Hakim
menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami
isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal
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1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal
merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah
tangga mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan
Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in
sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah. oleh kami Adam Wahid
Pangaji, Lc., M.S.l. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.
serta Rizal Sidig Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I.

Hakim Anggota I,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.
Perincian Biaya :

Pendaftaran . Rp 30.000,00,-
ATK . Rp 50.000,00,-
Pemanggilan . Rp 780.000,00,-
PNBP : Rp 20.000,00,-
Redaksi : Rp 10.000,00,-
Materai . Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 900.000,00,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



